V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam penulisan skripsi ini, penulis

menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pertanggungjawaban pidana pelaku anak yang melakukan perbuatan cabul
terhadap anak dalam putusan nomor: 1056/PID/A/2012/PN.TK terdakwa Arif
Saputra dapat dimintai pertanggungjawabannya karena terdakwa telah
memenuhi unsur-unsur pertanggungjawaban pidana yaitu perbuatan, diancam
pidana, perbuatan melawan hukum dan dilakukan dengan unsur kesalahan.
Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum melakukan
tindak pidana pencabulan yang tercantum dalam Pasal 82 Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Terdakwa mampu untuk
mempertanggungjawabkan perbuatannya karena melakukan tindak pidana
pencabulan dengan sadar dan adanya kesengajaan dalam perbuatannya dan
tidak adanya alasan pemaaf. Perbuatan terdakwa telah sesuai dengan asas
kesalahan dalam hukum pidana yaitu suatu perbuatan tidak dapat dipidana
jika tidak mengandung unsur kesalahan yang terdiri dari dari kemampuan
bertanggungjawab, kesengajaan (dolus) atau kealpaan (culpa) dan tidak
adanya alasan pemaaf serta adanya unsur perbuatan pidana (actrus reus) dan

keadaan sifat batin (mens rea) dalam diri terdakwa. Dalam menjatuhkan
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putusan hakim memperhatikan terdakwa yang masih anak-anak, latar
belakang terjadinya tindak pidana, bagaimana tindak pidana terjadi, nilai-nilai
keadilan, aturan-aturan yang melindungi anak seperti Undang-Undang
Perlindungan Anak, dan saran dari Balai Pemasyarakatan. Hakim
menjatuhkan sanksi berupa tindakan kepada terdakwa untuk dibina di Panti
Sosial Marsudi Putra Handayani selama 6 (enam) bulan. Sanksi tersebut
sesuai Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang

Pengadilan Anak.

Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi terhadap pelaku anak
yang melakukan perbuatan cabul terhadap anak dalam putusan nomor:
1056/PID/A/2012/PN.TK, hakim dalam menjatuhkan sanksi terhadap
terdakwa telah sesuai dengan teori dasar pertimbangan hakim seperti teori
keseimbangan, hakim melihat kepentingan terdakwa, kepentingan korban dan
keluarganya, serta masa depan terdakwa. Hakim juga memperhatikan
berbagai pertimbangan faktor yuridis, fakta-fakta dalam persidangan, bukti-
bukti yang ada serta keterangan saksi-saksi dan terdakwa. Hakim dalam
menjatuhkan putusan memperhatikan rasa keadilan yang diberikan oleh
hakim kepada terdakwa mengingat terdakwa dan korban masih anak-anak
juga rasa keadilan dalam masyarakat dan Negara. Hal-hal yang memberatkan
dan meringankan terdakwa serta saran dari Balai Pemasyarakatan adalah
salah satu pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi berupa tindakan

terhadap terdakwa.
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B. Saran

Saran yang diberikan penulis berkaitan dengan permasalahan yang telah dibahas

adalah:

1. Dalam permasalahan anak seharusnya aparat penegak hukum
mengedepankan upaya Diversi dan Restorative Justice sehingga tidak perlu

sampai diproses di pengadilan.

2. Orangtua harus mengawasi anaknya agar tidak mengulangi tindak pidana

tersebut, karena pengawasan terbaik adalah orangtua.

3. Pemerintah lebih aktif memberikan penyuluhan-penyuluhan kepada
orangtua maupun anak-anak mengenai tindak pidana, dan hal-hal yang

terlarang untuk dilakukan bagi anak.



